
 

73 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU 

C.S.T. Kansil, 1979, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Indonesia, Pradnya 

Paramitha, Jakarta 

 

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Pemasyarakatan. (1967). 

Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Nation And Character Building. 

Jakarta, 

 

Depdikbud, R.I. 1989, Kamus BesarBahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 

 

Jum Anggraini, 2012, Hukum Adamistrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta 

 

Miftah Thoha, 2010, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia, Kencana, Jakarta 

 

Moh. Mahfud MD, 1988, Hukum Kepegawaian Sipil Indonesia, Liberty, Yogyakarta 

Sahardjo. (1963). Pohon Beringin Pengayoman. Pidato Pengukuhan Doctor H.C., 

Jakarta 

 

Sastra Djamika dan Marsono, 1995, Hukum Kepegawaian Indonesia. Djmbatan, 

Jarkarta 

 

SF Marbun dan Mahfud MD, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, 

Liberty, Jakarta 

 

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Peneliian Hukum, Universitas Indonesia (UI-

Press), Jakarta 

 

Sri Hartini, 2007, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 

 

Soerjobroto, Bahroedin. (1966). Fungsi Pemasyarakatan Dalam Negara Pancasila, 

Bandung: Suka Miskin. 

 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

 



 

74 
 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan 

Pegawai Negeri Sipil. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 tahun 2009 tentang wewenang 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintahan No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negri Sipil 

 

Peraturan Menteri Indonesia nomor 34 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Kementrian Dalam Negeri. 

 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Penjatuhan dan Penindakan Administratif Bagi Pegawai Negeri 

Sipil Dilingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

 

C. WEBSITE 

www.bkd.kulonprogokab.go.id/disiplin-pns 

www.wibowopajak.com/2012/03/pengertian-pejabat-negara 

www.kotaprabumulih.go.id 

www.shvoong.com/pengertian-pegawai-negeri-sipil-pns 

 

http://www.bkd.kulonprogokab.go.id/disiplin-pns
http://www.wibowopajak.com/2012/03/pengertian-pejabat-negara
http://www.kotaprabumulih.go.id/
http://www.shvoong.com/pengertian-pegawai-negeri-sipil-pns

